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Kubu Raya Hapuskan
Piutang Pajak

SUARAP

TINJAU - Bupatl Kubu Raya Rusman Ali, dampingi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupate Kubu Raya
Supriaji, meninjau pelayanan publik di BPPRD Kubu Raya, baru-baru ini. :

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



SUARA PEMRED

I Jan | Feb | Marl Apr | Mei I Jun | Jul |Agustl Sept|(0k9] Nov| Des I !20[7 | |Ha|.:c Jv

[1]2]3]4[5]6]7]8]9]10[11]12]13]14] 15[ 16]17[18]@F20]21]22[23]24]25] 26 27| 28| 29]30[31]

Rusman Ali
Bupati Kubu Raya Raya “
Di tahun 2017 ini kita juga melakukan
penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang
sudah kedaluwarsa umur piutang tersebut
dari tahun 1994 sampai tahun 2011. T

KUBU RAYA, SP - Peme-
rintah Kabupaten Kubu Raya
terus melakukan inovasi pe-
layanan dalam memberikan
kemudahan-kemudahan ke-
pada masyarakat. Di samping
melakukan penghapusan
denda pajak PBB -P2, peme-
rintah juga nelakukan peng-
hapusan piutang pajak.

Bupati Kubu Raya Rus-
man Ali mengatakan, peng-
hapusan piutang pajak dila-
kukan agar masyarakat tidak
terbebani oleh utang pajak
yang sudah kedaluwarsa.

“Di tahun 2017 ini kita ju-
ga melakukan penghapusan
piutang pajak PBB-P2 yang
sudah kedaluwarsa umur
piutang tersebut dari tahun
1994 sampai tahun 2011, ka-
ta Rusman, kemarin.

Pembebasan biaya piu-
tang itu dilakukan agar ma-
syarakat mendapat ' kemu-

dahan dalam mengurus pem-

bayaran PBB-P2. Sehingga

masyarakat kita tidak terbe-’

bani oleh tunggakan pajak
di tahun-tahun sebelumnya,
sampai tahun 2011

'Kepala Badan Pengelola-
an Pajak dan Retribusi Da-
erah (BPPRD) Kabupaten
Kubu Raya, Supriaji menga-
takan, penghapusan piutang
tersebut sebagai tindak lanjut

dari laporan audit Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) RI
tahun 2017. Hal tersebut ber-
kenaan dengan penyisihan
penghapusan piutang daerah
sebesar Rp27 miliar, mengi-
ngat hutang tersebut sudah
lama yakni zaman pengelo-
laan oleh pemerintah pusat
yaitu KPP PRATAMA dari
tahun 1994 sampai 2013.
Penghapusan piutang

pajak tersebut ada beberapa
kategori antara lain kategori

hutang kedaluwarsa dari ta-
hun 2011 ke bawah dihapus-
kan sebesar 100 persen, 2012
dan 2013 disisihkan piutang
50 persen. Namun harus se-
telah dilgkukan validasi piu-
tang terlebih dahulu.
Sementara itu, Kepala
Bidang PBB-P2 dan BPHTB,
Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kubu Raya
menjelaskan, sebelum mela-

kukan penghapusan piutang

BPPRD Kubu Raya telah
melakukan proses tahapan
mulai dari inventarisasi piu-
tang, pengklasteran piutang,
pemilahan, dan melakukan
penelitian lapangan berupa
validasi piutang tersebut. De-.
ngan wajib pajak dan pengu-
rus RT di mana objek pajak
itu berada.

“Sebelum melakukan

penghapusan kita terlebih
dahulu sudah melakukan pe-
nelitian lapangan. Kita laku-
kan validasi data hingga ke
tingkat RT. Kita juga melaku-
kan penyisiran piutang-piu-
tang pajak ke tempat-tempat
di mana objek pajak berada,”
ujar Ibrahim.

Ibrahim mengharapkan
adanya kerjasama dari ma-
syarakat, baik pengurus RT
dan masyarakat pemegang
objek pajak untuk bersama-
sama membangun kesadaran
membayar pajak tepat waktu.

Seiring dengan semakin
baiknya pengelolaan PBB-
dari mulai penyampaian SP-
PT PBB, penagihan, pemuta-
hiran data dan pembayaran.
Sekaligus membangun ting-
ginya tingkat kesadaran ma-
syarakat melunasi pajak PBB
sehingga terjadi peningkatan
penerimaan PBB-P2.

“PBB-P2 setiap awal ta-
hun ditetapkan oleh peme-
rintah daerah, masyarakat
berkewajiban membayar pa-
jak terutang tersebut atas ke-
pemilikan dan atau peman-
faatan atas objek bumi dan
bangunan sebagai kontribusi
ikut serta masyarakat dalam .
membiayai pembangunan da-
erah,” ucapnya.

Untuk itu dlharapkan
kerja bersama dalam mewu-
judkan pembangunan Ku-
bu Raya. “Jika masyarakat
membutuhkan informasi le-
bih lengkap, langsung saja ke
BPPRD, di Komplek Kantor
Bupati Kubu Raya,” ujar Ib-
rahim. (jek/ang)
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